
























































































































































































KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT 

GEDUNG KARYA 
JL. MERDEKA BARAT NO. 8 
JAKARTA 10110 

TELP. (021) 3506138, 
3506129, 3506145, 
3506143, 3506127 

FAX : (021) 3507202, 3506129 
3506145, 3506143,3506179 

email hubdat@hubdat.web.id 
Home Page : www.hubdat,web.id 

Nomor 
Klasifikasi 
Lam piran 
Peri hal 

t /c/0F209/2023 

Sangat Segera 
1 (satu) berkas 
Penyampaian Rancangan Peraturan 
Menteri Perhubungan tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 65 Tahun 2020 tentang Konversi 
Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor 
Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik 
Berbasis Baterai. 

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan 

Jakarta, 13 NM 2023 

Dalam rangka mendukung program pemerintah yang diatur dalam Peraturan 

Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik 

Berbasis Baterai (KBLBB) dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: 
1. telah dilaksanakan rapat pembahasan pada tanggal 27 Januari 2023 dengan pokok 

pembahasan terkait dengan teknis proses bisnis konversi sepeda motor penggerak 

motor bakar menjadi sepeda motor listrik berbasis baterai; 

2. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Kementerian 

Koordinator Bidang Kemaritiman dan lnvestasi Republik Indonesia memberikan 

arahan untuk melakukan percepatan dan penyederhanaan proses bisnis konversi 

sepeda motor penggerak motor bakar menjadi sepeda motor listrik berbasis baterai; 
3. perlu adanya dukungan Kementerian Perhubungan terhadap program Presiden 

dalam hal pemberian subsidi oleh pemerintah untuk konversi sepeda motor dengan 

penggerak motor bakar menjadi sepeda motor listrik berbasis baterai dengan 

menyempurnakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2020 

tentang Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda 

Motor Listrik Berbasis Baterai sebagai payung hukum penyelenggaraan konversi 

sepeda motor; 

4. terdapat beberapa penyempurnaan dan penambahan substansi pada PM 65 Tahun 

2020 tentang Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi 

Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai berupa: 

a. dibukanya pelaksanaan pengujian konversi yang dapat dilakukan oleh bengkel 

konversi dengan melakukan pengujian dengan metode per tipe (prototype); 

penambahan komponen konversi pada sepeda motor yang dikonversi; 

c. perluasan pengertian dan i bengkel konversi serta perbaikan terhadap 

persyaratan/kriteria tertentu yang harus dipenuhi sebelum menjadi bengkel 

konversi; 



pengklasifikasian bengkel konversi menjadi bengkel konversi tipe A untuk 

bengkel yang dapat melakukan pengujian konversi dan bengkel konversi tipe B 

untuk bengkel konversi yang hanya dapat melakukan konversi; dan 

penyempurnaan dalam hal tata cara pemeriksaan komponen dan pemeriksaan 

terhadap tipe fisik Kendaraan Bermotor. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini terlampir kami sampaikan 

rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2020 tentang Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak 
Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai, untuk dapat diproses 
penetapannya. 

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih 

Direktur Je rhubungan Darat, 

Drs. l*ndfc6,gi iatno, M.M 

Tembusan: 
1. Menteri Perhubungan 
2. Kepala Biro Hukum, Kementerian Perhubungan. 



RANCANGAN 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 

TENTANG 

KONVERSI SEPEDA MOTOR DENGAN PENGGERAK MOTOR BAKAR 

MENJADI SEPEDA MOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan. Presiden Nomor 55 

Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan 

Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) 

untuk Transportasi Jalan, telah diatur salah satu 

percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis 

baterai untuk transportasi jalan diselenggarakan melalui 

pemenuhan terhadap ketentuan teknis kendaraan 

ber-rnotor listrik berbasis baterai; 

b. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 

Tahun 2020 tentang Konversi Sepeda Motor Dengan 

Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik 

Berbasis Baterai sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan dalam penyelenggaraan konversi sepeda 

motor, sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Pehubungan tentang Konversi 

Kendaraan Bermotor Selain Sepeda Motor dengan 

Penggerak Motor Bakar menjadi Kendaraan Bermotor 

Listrik Berbasis Baterai; 
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Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang 

Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik 

Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk 

Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 146); 

5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 33); 

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 

2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 815); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan. : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

KONVERSI SEPEDA MOTOR DENGAN PENGGERAK MOTOR 

BAKAR MENJADI SEPEDA MOTOR LISTRIK BERBASIS 

BATERAI. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang 

digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain 

kendaraan yang berjalan di atas rel. 

2. Motor Bakar adalah motor penggerak yang menggunakan 

bahan bakar padat, cair, dan/atau gas sebagai tenaga 

penggerak. 

3. Motor Listrik adalah peralatan elektromekanik yang 

mengonsumsi tenaga listrik untuk menghasilkan energi 

mekanik sebagai tenaga penggerak. 

4. Konversi adalah proses perubahan sistem motor 

penggerak Kendaraan Bermotor dan i Motor Bakar 

menjadi Motor Listrik. 

5. Instalasi adalah perangkat peralatan teknik beserta 

perlengkapannya yang dipasang pada posisinya dan siap 

dipergunakan. 

6. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua) 

dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa 

kereta samping, atau Kendaraan Bermotor beroda 3 (tiga) 

tanpa rumah-rumah. 

7. Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai adalah Sepeda 

Motor yang digerakan dengan Motor Listrik clan 

mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dani 

baterai secara langsung di Kendaraan Bermotor. 

8. Bengkel Konversi adalah bengkel umum, lembaga, atau 

institusi yang telah memenuhi persyaratan teknis dan 

administrasi untuk melakukan Konversi. 

9. Sertifikat Uji Tipe yang selanjutnya disingkat SUT adalah 

bukti bahwa tipe kendaraan bermotor telah lulus uji tipe. 

10. Unit Pelaksana Uji Tipe adalah unit kerja di lingkungan 

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan tugas 

dan fungsi melaksanakan pengujian tipe kendaraan 

bermotor. 
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(3) 

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang transportasi. 

12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan 

Darat. 

BAB II 

PENYELENGARAAN KONVERSI 

Pasal 2 

(1) Setiap Sepeda Motor dengan penggerak Motor Bakar yang 

telah dilakukan registrasi dan identifikasi dapat 

dilakukan Konversi menjadi Sepeda Motor Listrik 

Berbasis Baterai. 

(2) Registrasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dibuktikan dengan Buku Pemilik Kendaraan 

Bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. 

Pasal 3 

(1) Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi 

komponen: 

a. baterai pack dengan sistem baterai manajemen; 

b. penurun tegangan arus searah (DC to DC converter); 

c. Motor Listrik; 

d. controller/inverter/Electronic Control Unit (ECU); 

e. port charger untuk pengisian baterai; 

f. sensor Lean Angle (sensor kemiringan bodi); dan 

g. peralatan pendukung lainnya. 

(2) Komponen baterai pack dengan sistem baterai 

manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

harus dilengkapi dengan: 

a. laporan pengujian; atau 

b. sertifikat yang sesuai dengan Standar Nasional 

Indonesia dan/atau standar internasional yang 

terkait dengan baterai motor listrik. 

Komponen Motor Listrik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c harus memiliki nomor Motor Listrik. 
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(4) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

sampai dengan huruf g harus memenuhi persyaratan 

keselamatan. 

Pasal 4 

Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya 

dilakukan oleh bengkel umum, lembaga, atau institusi yang 

telah mendapatkan persetujuan dari Menteri melalui Direktur 

Jenderal sebagai Bengkel Konversi. 

BAB III 

BENGKEL KONVERSI 

Pasal 5 

(1) Untuk mendapatkan persetujuan sebagai Bengkel 

Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bengkel 

umum, lembaga, atau institusi harus memenuhi 

persyaratan sebagai Bengkel Konversi. 

(2) Bengkel Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori sebagai berikut: 

a. Bengkel Konversi tipe A; dan 

b. Bengkel Konversi tipe B. 

(3) Bengkel Konversi tipe A sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a merupakan Bengkel Konversi yang fungsi 

utamanya melakukan konversi Sepeda Motor serta dapat 

mengajukan pengujian tipe Sepeda Motor hasil konversi 

secara per unit atau per tipe (prototype) Sepeda Motor. 

(4) Bengkel Konversi tipe B sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b merupakan Bengkel Konversi yang fungsi 

utamanya melakukan konversi Sepeda Motor serta 

mengajukan pengujian tipe Sepeda Motor hasil konversi 

secara per unit Sepeda Motor. 

Pasal 6 

(1) Bengkel Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

harus memenuhi persyaratan: 



-6-

a. memiliki teknisi dengan kompetensi pada kendaraan 

bermotor paling sedikit: 

1. 1 (satu) orang teknisi perawatan; dan 

2. 1 (satu) orang teknisi instalatur. 

b. memiliki peralatan khusus untuk instalasi sistem 

penggerak Motor Listrik pada Sepeda Motor; 

c. memiliki peralatan tangan dan peralatan bertenaga; 

d. memiliki peralatan uji perlindungan sentuh listrik; 

e. memiliki peralatan uji hambatan isolasi; 

f. memiliki mesin pabrikasi komponen pendukung 

Instalasi; dan 

g. memiliki fasilitas keamanan dan keselamatan kerja. 

(2) Teknisi perawatan dan teknisi instalatur sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi 

persyaratan: 

a. memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang 

telmologi otomotif dan elektronik; 

b. memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun 

sebagai teknisi Kendaraan Bermotor. 

(3) Dalam hal pendidikan kompetensi terkait perawatan 

sistem penggerak Motor Listrik atau pemasangan 

Instalasi sistem penggerak Motor Listrik telah tersedia, 

teknisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

harus melampirkan sertifikat lulus uji kompetensi. 

(4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Bengkel Konversi tipe A sebagsimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a, harus memiliki peralatan uji laik jalan 

yang sesuai standar. 

Pasal 7 

(1) Bengkel umum, lembaga, atau institusi yang telah 

memenuhi persyaratan sebagai Bengkel Konversi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat mengajukan 

permohonan persetujuan kepada Direktur Jenderal. 



-7-

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan 

terhadap pemenuhan persyaratan sebagai Bengkel 

Konversi. 

(3) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), bengkel umum, lembaga, atau institusi 

yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan diberikan 

sertifikat Bengkel Konversi. 

(4) Bentuk surat permohonan dan sertifikat Bengkel 

Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dan i Peraturan Menteri m i. 

(5) Ketentuan mengenai tata cara dan standar operasional 

prosedur penerbitan sertifikat Bengkel Konversi 

ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 

Pasal 8 

(1) Bengkel umum, lembaga, atau institusi yang telah 

mendapatkan sertifikat Bengkel Konversi sebagaimana 

dimaksud &lam Pasal 7 dimuat dalam daftar Bengkel 

Konversi pada laman Kementerian Perhubungan. 

(2) Daftar Bengkel Konversi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diperbaharui secara berkala. 

BAB IV 

SERTIFIKAT KONVERSI DAN 

PENGUJIAN TIPE KONVERSI 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 9 

(1) Setiap Sepeda Motor yang telah dilakukan Konversi dan 

akan dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan 

teknis dan laik jalan. 
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(3) 

(2) Untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Sepeda 

Motor yang telah dilakukan Konversi harus dilakukan 

pengujian. 

(3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri 

atas pemeriksaan kelaikan komponen Konversi dan 

pengujian tipe fisik Kendaraan Bermotor Listrik. 

(4) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilakukan secara: 

a. pengujian per unit Sepeda Motor; atau 

b. pengujian per tipe (prototype) Sepeda Motor. 

Pasal 10 

(1) Pengujian Sepeda Motor yang telah dilakukan konversi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajukan 

berdasarkan permohonan pengujian. oleh Pemilik Bengkel 

Konversi atau penanggung jawab Bengkel Konversi 

kepada Direktur Jenderal. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

melampirkan: 

a. salinan/fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor 

dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang 

masih berlaku; 

b. hash l pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor oleh 

Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

c. laporan pengujian atau sertifikat baterai Standar 

Nasional Indonesia atau standar internasional; 

d. diagram instalasi sistem penggerak dan Kelistrikan 

Motor Listrik; 

e. sertifikat Bengkel Konversi; dan 

f. gambar teknik, foto, dan/atau brosur setiap Sepeda 

Motor yang telah dilakukan Konversi. 

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

diajukan melalui sistem berbasis teknologi informasi 

yang terintegrasi. 
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(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dinyatakan lengkap, pemohon membayar biaya 

pengujian setelah diterbitkan surat pengantar uji. 

(5) Besaran biaya pengujian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Bagian Kedua 

Pengujian Per Unit 

Pasal 11 

(1) Pengujian per unit Sepeda Motor sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a dilalcukan oleh Unit 

Pelaksana Uji Tipe. 

(2) Unit Pelaksana Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dapat melakukan pengujian di lokasi unit 

pelaksana teknis yang melaksanakan pengujian 

kendaraan bermotor dan Bengkel Konversi tipe A. 

(3) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) meliputi: 

a. Balai Pengelola Transportasi Darat; 

b. unit pelaksana pengujian swasta yang terakreditasi; 

dan 

c. badan layanan umum pengujian yang teralcreditasi. 

(4) Bengkel Konversi tipe A sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dan Unit pelaksana teknis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur 

Jenderal. 

Bagian Ketiga 

Pengujian Per Tipe (Prototype) 

(1) 

Pasal 12 

Pengujian per tipe (prototype) Sepeda Motor sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b dilakukan 

terhadap Sepeda Motor hasil konversi dan i Bengkel 

Konversi tipe A. 
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(2) Pengujian per tipe (prototype) Sepeda Motor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Bengkel Konversi 

Tipe A. 

(3) Selain dilaksanakan pada lokasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), pengujian per tipe (prototype) Sepeda Motor 

dapat dilaksanakan di: 

a. Unit Pelaksana Uji Tipe; 

b. Balai Pengelola Transportasi Darat; 

c. unit pelaksana pengujian swasta yang terakreditasi; 

atau 

d. badan layanan umum pengujian yang terakreditasi. 

Pasal 13 

(1) Untuk dapat melakukan pengujian per tipe (prototype) 

Sepeda Motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 

Bengkel Konversi tipe A harus memenuhi kriteria: 

a. memiliki standar operasional prosedur konversi 

Sepeda Motor dengan penggerak motor bakar 

menjadi Sepeda Motor listrik berbasis baterai; 

b. memiliki katalog konversi berdasarkan merek dan 

tipe kendaraan yang akan dikonversi; 

c. setiap unit produk yang dikonversi harus 

didokumentasikan dan dilaporkan serta dilakukan 

pengujian mandiri (self assessment); 

d. memiliki fasilitas dan alat uji kritikal, mempunyai 

kemampuan untuk mengoperasikannya, serta 

memenuhi kualifikasi teknis sumber daya manusia 

quality control; 

e. melengkapi standar minimum kualitas hasil 

konversi serta konsisten dalam pelaksanaan 

pekerjaan konversi dan kualitas hasil konversi; 

f. wajib memiliki mekanisme recall; 

g. wajib membuat wiring harness per merek tipe 

Sepeda Motor yang dikonversi; dan 

h. mampu melakukan rekondisi pada unit produksi 

yang dikonversi sesuai dengan kondisi awal/baru. 
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(2) Dalam ran.gka pemenuhan kriteria sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian oleh tim 

yang dibentuk oleh Direktur Jenderal. 

(3) Dalam hal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 

dinyatakan telah memenuhi kriteria, maka Direktur 

Jenderal menerbitkan sertifikat pengujian Konversi per 

tipe (prototype). 

(4) Fasilitas dan alat uji kritikal sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d dan sertifikat pengujian Konversi 

per tipe (Prototype) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dan i Peraturan Menteri m i. 

Pasal 14 

(1) Dalam melaksanakan pengujian per tipe (prototype) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bengkel Konversi 

tipe A wajib bertanggung jawab atas setiap Sepeda Motor 

hasil konversi yang memiliki ciri-ciri spesifikasi utama 

yang sama dengan contoh tipe (prototype) yang telah 

diterbitkan SUT Konversi. 

(2) Bengkel Konversi tipe A sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) melakukan quality control terhadap setiap Sepeda 

Motor hasil konversi. 

(3) Quality control sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan kelaikan 

sistem penggerak Motor Listrik dan pengujian tipe fisik 

Kendaraan Bermotor Listrik. 

(4) Hasil dan i pelaksanaan quality control sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar permohonan 

penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe. 

Pasal 15 

(1) Setelah diterbitkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), perlu 

dilakukan monitoring dan evaluasi untuk menjamin 

kesesuaian spesifikasi teknis Sepeda Motor hasil Konversi 
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(5) 

(1) 

terhadap spesifikasi teknis yang tercantum dalam SUT 

Konversi prototype. 

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan paling lama setiap 1 (satu) tahun 

sekali oleh Direktur Jenderal. 

(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) berupa surat laporan hasil monitoring dan 

evaluasi. 

(4) Dalam hal berdasarkan surat laporan hasil monitoring 

dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi teknis terhadap 

SUT Konversi yang telah diterbitkan, maka Bengkel 

Konversi tipe A dikenai sanksi berupa: 

a. pencabutan SUT Konversi, untuk 1 (satu) kali 

pelanggaran; 

b. pencabutan SUT Konversi dan pembekuan 

perm.ohonan SUT Konversi baru selama 6 (enam) 

bulan, untuk 2 (dua) kali pelanggaran; dan 

c. pencabutan Sertifikat Bengkel Konversi, untuk 3 

(tiga) kali pelanggaran. 

Selain san.ksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

Bengkel Konversi tipe A juga wajib melakukan penarikan 

kembali Sepeda Motor hasil konversi dan melakukan 

perbaikan sampai dinyatakan sesuai dengan spesifikasi 

teknis pada SUT Konversi prototypenya. 

Bagian Keempat 

Kerja Sama Pengujian 

Pasal 16 

Pengujian Sepeda Motor hasil Konversi yang 

dilaksanakan oleh Bengkel Konversi tipe A dan unit 

pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

dan Pasal 11 hams bekerjasama dengan Unit Pelaksana 

Uji Tipe. 
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(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara 

lain lokasi pengujian, sumber daya manusia, dan/atau 

peralatan pengujian. 

Bagian Kelima 

Pemeriksaan Kelaikan Komponen Konversi 

Pasal 17 

(1) Pemeriksaan kelaikan sistem penggerak Motor Listrik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan 

terhadap pemasangan komponen Instalasi sistem 

penggerak Motor Listrik dan verifikasi pengesahan 

komponen Instnla  si sistem penggerak Motor Listrik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 

(2) Pengesahan komponen sistem penggerak Motor Listrik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

11111111111 

(1) Pemeriksaan kelaikan komponen Konversi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan terhadap: 

a. baterai pack dengan sistem baterai manajemen; 

b. penurun tegangan arus searah (DC to DC converter); 

c. Motor Listrik; 

d. controller/inverter/ Electronic Control Unit (ECU); 

e. port charger untuk pengisian baterai; 

f. sensor Lean Angle (sensor kemiringan bodi); dan 

g. peralatan pendukung lainnya. 

(2) Selain pemeriksaan komponen Konversi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan terhadap 

kesesuaian komponen Konversi. 

(3) Pemeriksaan terhadap kesesuaian komponen Konversi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 

a. verifikasi pengesahan komponen Konversi; 

b. spesifikasi komponen Konversi; dan 

c. standar operasional prosedur pemasangan 

komponen Konversi. 
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Pasal 18 

(1) Pemeriksaan terhadap komponen baterai pack dengan 

sistem baterai manajemen sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 17 ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan: 

a. terpasang kokoh dengan pengunci pada Sepeda 

Motor; 

b. untuk baterai yang terpasang pada Sepeda Motor 

dipasang dengan kuat agar tidak berubah posisi 

pada saat digunakan; 

c. baterai dilarang ditempatkan pada posisi yang 

memiliki risiko kerusakan yang tinggi saat terjadi 

kecelakaan; 

d. untuk baterai yang berada dalam lebih dan i 1 (satu) 

wadah yang diletakkan berdekatan dengan berjarak 

kurang dan i 300 mm (tiga ratus milimeter); 

e. ditempatkan dalam 1 pack atau wadah dengan 

rangkaian baterai; 

f. ditempatkan dengan perlindungan terhadap 

kelembaban, debu, percikan, dan genangan air; 

harus memiliki kemampuan proteksi dan 

pengindra/sensor, paling sedikit berupa: 

1. proteksi overcharge; 

2. proteksi overload; 

3. proteksi atau pendeteksi temperatur pada sel 

baterai atau setiap sel baterai; dan 

4. proteksi atau balancing pada sel baterai atau 

setiap sel baterai; 

h. baterai wajib menggunakan Miniature Circuit Breaker 

(MCB) atau sistem komunikasi data yang terintegrasi 

dengan Electronic Control Unit (ECU). 

g. 

baterai wajib menggunakan Miniature Circuit Breaker 

(MCB) sebagai pemutus arus searah clan sistem 

komunikasi data yang terintegrasi dengan Electronic 

Control Unit (ECU). 
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(2) Pemeriksaan terhadap komponen penurun tegangan arus 

searah (DC to DC converter) sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b harus memenuhi 

ketentuan memiliki kemampuan menahan arus listrik 

30% (tiga puluh persen) lebih tinggi dan i beban 

kelistrikan perangkat Sepeda Motor. 

(3) Pemeriksaan terhadap komponen Motor listrik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c 

harus memenuhi ketentuan: 

a. ditempatkan kokoh pada Sepeda Motor dengan 

mempertimban.gkan getaran yang timbul ketika 

kendaraan beroperasi; 

b. ditempatkan langsung dengan roda atau menyatu 

dengan transmisi; dan 

c. daya Motor Listrik sesuai dengan ldasifikasi sebagai 

berikut: 

1. Sepeda Motor dengan isi silinder sampai dengan 

110 cc (seratus sepuluh sentimeter kubik), daya 

Motor Listrik Konversi paling rendah 2 kW (dua 

kilo Watt); 

2. Sepeda Motor dengan isi silinder lebih dan i 110 

cc (seratus sepuluh sentimeter kubik) sampai 

dengan 150 cc (seratus lima puluh centimeter 

kubik), daya Motor Listrik Konversi paling tinggi 

3 kW (tiga kilo Watt); 

3. Sepeda Motor dengan isi silinder lebih dan i 150 

cc (seratus lima puluh sentimeter kubik) sampai 

dengan 200 cc (dua ratus sentimeter kubik), 

daya Motor Listrik Konversi paling tinggi 4 kW 

(empat kilo Watt); dan 

4. Sepeda Motor dengan isi silinder lebih dan i 200 

cc (dua ratus sentimeter kubik), daya Motor 

Listrik Konversi paling rendah 4 kW (empat kilo 

Watt). 

111111111111111111111
Sepeda Motor dengan isi silinder lebih dan i 200 cc 

(dua ratus sentimeter kubik), daya Motor Listrik 
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Konversi disesuaikan dengan perhitungan teknis 

yang disetujui oleh Direktur Jenderal. 

(4) Pemeriksaan terhadap komponen controller! inverter/ 

Electronic Control Unit (ECU) sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d harus memenuhi 

ketentuan: 

a. harus dipasang dengan sirip pendingin (heatsink) 

dan dikaitkan pada bodi motor dengan skrup/baut; 

b. dipasang dengan mempertimbangkan pendinginan 

controller! inverter secara optimal selama kendaraan 

beroperasi; dan 

c. terminal Electronic Control Unit (ECU) harus tertutup 

untuk mengindari terjadinya korsleting. 

Pemeriksaan terhadap komponen port charger pengisian 

baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) 

huruf e harus memenuhi ketentuan: 

a. ditempatkan pada posisi awal port charger pengisian 

baterai; dan 

b. diiengkapi dengan interlock yang melumpuhkan 

Sepeda Motor ketika kabel pengisian terhubung, 

terlepas dan i adanya tegangan pengisian. 

(6) Pemeriksaan terhadap komponen sensor Lean Angle 

(sensor kemiringan bodi) sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (1) huruf f harus memenuhi ketentuan dapat 

berfungsi dengan baik pada sudut kemiringan paling 

kecil 600 (enam puluh derajat). 

(7) Pemeriksaan terhadap komponen peralatan pendukung 

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf g harus memenuhi ketentuan: 

a. semua koneksi ke sistem tegangan tinggi harus 

menyatu sedekat mungkin dengan baterai termasuk 

kabel kecil seperti kabel sensor pada shunt arus 

atau voltmeter; 

b. sakelar isolasi pemeliharaan harus terpasang di 

posisi yang mudah dijan.gkau dan mempunyai warna 

mencolok dan dapat melepaskan kedua ku.tub dani 

baterai; 

(5) 
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c. semua peralatan pendukung sistem Sepeda Motor 

Listik Berbasis Baterai harus terisolasi dengan balk, 

mempertimbangkan sistem tegangan operasi dan 

tidak terhubung secara elektrik ke sasis atau Sepeda 

Motor, serta secara efektif disegel atau tahan 

terhadap intrusi debu dan kelembaban; 

d. kabel listrik dimasukkan ke dalam rumah pelindung 

yang tertutup rapat dan kaku; 

e. kabel listrik yang membawa beban arus tinggi dan 

atau tegangan tinggi, harus berwarna oranye, dan 

jika kabel listrik disembunyikan dalam saluran, 

saluran tersebut harus berwarna oranye; 

f. kabel listrik mempunyai ukuran atau kemampuan 

yang dapat meneruskan arus puncak tinggi dalam 

hal kejut, pengereman regeneratif tinggi, atau 

akselerasi tinggi, paling sedikit 1,5 (satu koma lima) 

kali peringkat arus kontinu motor atau pengontrol; 

g. kabel listrik didukung dan diamankan secara 

memadai ke sasis atau bagian struktural lainnya 

dengan interval kurang dan i 350 mm (tiga ratus lima 

puluh milimeter); 

h. kabel listrik diposisikan pada sasis atau bagian 

struktural lainnya; 

i. kabel listrik yang memiliki koneksi listrik dengan 

perbedaan tegangan yang besar dan kemarnpuan 

arus yang tinggi diposisikan terpisah. 

j memiliki tutup pelindung atas koneksi langsung 

termasuk terminal apapun, kecuaE di kompartemen 

tertutup; 

k. dapat menahan gerakan di bawah muatan listrik, 

getaran, atau termal yang tinggi; 

1. dilindungi secara memadai saat melewati sekat dan 

memiliki konektor akhir listrik yang secara efektif 

dikerutkan ke kabel serta tidak disolder; 

m. kabel listrik tidak membentuk tekukan tajam; 
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n. perangkat proteksi arus berlebih memiliki nilai 

antara 20% (dua puluh persen) dan 40% (empat 

puluh persen) dan i arus maksimal sistem Sepeda 

Motor Listrik Berbasis Baterai, untuk melindungi 

kabel listrik dan komponen penggerak listrik dani 

kerusakan; dan 

o. sistem kelistrikan dirancang sedemikian rupa untuk 

memastikan bahwa kehilangan kontrol total 

terhadap motor traksi tidak dapat terjadi. 

Bagian Keenam 

Pengujian Tipe Fisik 

(1) 

Pasal 19 

Pengujian tipe terhadap fisik Sepeda Motor yang telah 

dilakukan Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

9 ayat (3) meliputi: 

a. rem; 

b. lampu utama; 

c. tingkat suara klakson; 

d. berat Kendaraan Bermotor; 

e. akurasi alat petunjuk kecepatan; 

f. konstruksi; dan 

g. keselamatan fungsional. 

(2) Pengujian terhadap lampu utarna sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan memastikan 

intensitas/daya pancar yang dimilild paling sedikit 6.000 

(enam ribu) candela. 

(3) Selain pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

setiap Sepeda Motor yang telah dilakukan Konversi 

dengan baterai yang memiliki kemampuan tegangan 

tinggi wajib dilakukan pengujian sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Pengujian tipe terhadap fisik Sepeda Motor yang telah 

dilakukan Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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Bagian Ketujuh 

SUT Konversi 

Pasal 20 

(1) Berdasarkan pelaksanaan pengujian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19, Unit 

Pelaksana Uji Tipe menerbitkan resume uji. 

(2) Dalam hal hasil resume uji Sepeda Motor yang telah 

dilakukan Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dinyatakan lulus uji, Unit Pelaksana Uji Tipe 

menyampaikan resume uji kepada Direktur Jenderal. 

(3) Berdasarkan resume uji sebagsimana dimaksud pada 

ayat (2), Direktur Jenderal menerbitkan bukti lulus uji 

tipe Konversi. 

(4) Bukti lulus uji tipe Konversi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) berupa: 

a. Keputusan Direktur Jenderal; 

b. SUT Konversi; 

c. pengesahan Instalasi sistem penggerak Motor 

Listrik; 

d. resume uji; dan 

e. foto Kendaraan Bermotor. 

(5) Penerbitan SUT Konversi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) huruf b dapat dikenakan biaya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan 

sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak dan wajib 

disetorkan ke kas negara. 

Pasal 21 

(1) Dalam hal hasil resume uji Sepeda Motor yang telah 

dilakukan Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

20 ayat (1) dinyatakan tidak lulus uji, dapat dilakukan uji 

tipe ulan.g. 
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(2) Terhadap Sepeda Motor yang dinyatakan tidak lulus uji 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Uji 

Tipe menyampaikan pemberitahuan tidak lulus uji secara 

tertulis disertai dengan: 

a. alasan tidak lulus uji; 

b. item yang tidak lulus uji; 

c. perbaikan yang harus dilakukan; dan 

d. batas waktu mengajukan pengujian ulang. 

Pasal 22 

(1) SUT Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 

ayat (4) huruf b paling sedikit memuat keterangan 

mengenai: 

a. nomor sertifikat; 

b. merek clan tipe; 

c. jenis; 

d. peruntukan; 

e. nomor rangka; 

f. nomor Motor Listrik; 

g. nama dan alamat Bengkel Konversi; 

h. penanggung jawab Bengkel Konversi; 

i. tahun Konversi; 

j. spesifikasi teknik Kendaraan Bermotor; 

k. berat kosong Kendaraan Bermotor; 

1. jumlah berat yang diizinkan; 

m. daya angkut orang; 

n. kelas jalan terendah yang boleh dilalui; 

o. tempat dan tanggal dilalcukan pengujian; 

p. tempat dan tanggal diterbitkan sertifikat; dan 

q. nama dan tanda tangan pemberi sertifikat. 

(2) Bentuk SUT Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dan i Peraturan Menteri m i. 
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Pasal 23 

(1) Terhadap Sepeda Motor yang telah dilakukan Konversi 

yang telah memiliki SUT Konversi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 22, Bengkel Konversi harus: 

a. mengeluarkan kartu monitor; 

b. mengeluarkan kartu induk; 

c. memberikan tanda Konversi; 

d. memberikan tanda pengenal; dan 

e. memberikan tanda petunjuk pengisian ulang. 

(2) Kartu monitor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a berisi: 

a. nama dan alamat pemilik Sepeda Motor yang sesuai 

dengan bukti registrasi dan identifikasi kendaraan 

bermotor; 

b. merek dan tipe Sepeda Motor; 

c. nomor rangka dan nomor mesin Sepeda Motor; 

d. nomor SUT Konversi; 

e. nomor Motor Listrik; 

f. tanggal pemasangan Instnlasi; dan 

g. nama teknisi instalatur. 

Kartu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b berisi: 

a. nama dan alamat pemilik Sepeda Motor yang sesuai 

dengan bukti registrasi dan identifikasi kendaraan 

bermotor; 

b. merek dan tipe Sepeda Motor; 

c. nomor rangka dan nomor mesin Sepeda Motor; 

d. merek dan tipe peralatan Motor Listrik; 

e. nomor SUT Konversi; 

f. nomor Motor Listrik; 

g. tanggal pemasangan Instalasi; 

h. tanggal dan masa berlaku periode pemeriksaan; 

i. tanggal dan masa berlaku periode pengujian; dan 

j. nama teknisi instalatur. 

(4) Kartu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disimpan sebagai arsip oleh Bengkel Konversi. 

(3) 
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(5) 

(9) 

Tanda Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c berupa pelat yang berisi informasi tentang: 

a. nama dan alamat Bengkel Konversi pemasang; 

b. merek dan nomor Motor Listrik; 

c. nomor dan tanggal SUT Konversi; 

d. nomor dan tanggal pengesahan komponen Instalasi 

sistem penggerak Motor Listrik; 

e. nama teknisi instalatur; dan 

f. tanggal pemasangan Instalasi sistem penggerak 

Motor Listrik. 

(6) Tanda Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

dipasang dekat Motor Listrik pada lokasi yang mudah 

dilihat. 

(7) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d berupa stiker dengan spesifikasi sebagai berikut: 

a. tinta dan adhesi; 

b. berwarna dasar putih dengan ukuran 130 mm 

(seratus tiga puluh milimeter) kali 70 mm (tujuh 

puluh milimeter); 

c. di tengah tanda pengenal dicantumkan tulisan 

"KONVERSI KB BBM KBL BB" dengan jenis huruf 

universe, dengan huruf 67 (enam puluh tujuh) 

berwarna hitam dengan tinggi paling rendah 20 mm 

(dua puluh milimeter); dan 

d. mempunyai garis pinggir berwarna hitam setebal 1 

mm (satu milimeter) dan berjarak 5 mm (lima 

milimeter) dan i tepi luar serta sejajar dengan ukuran 

130 mm (seratus tiga puluh milimeter) kali 70 mm 

(tujuh puluh milimeter) diukur dan i tepi luar. 

(8) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

ditempatkan pada bagian depan dan belakang Sepeda 

Motor untuk menunjukkan bahwa Sepeda Motor 

menggunakan Motor Listrik. 

Tanda petunjuk pengisian ulang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf e memuat data mengenai: 

a. tegangan maksimal pengisian yang diizinkan; dan 

b. kapasitas maksimal baterai. 
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(4) Sertifikat Registrasi uji tipe Konversi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada pemilik 

Sepeda Motor melalui penanggung jawab Bengkel 

Konversi. 

BAB V 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 26 

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pembinaan 

dan pengawasan atas penyelenggaraan Konversi. 

(2) Pembin.aan dan pengawasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: 

a. kriteria dan fasilitas infi-astruktur Bengkel Konversi; 

b. kegiatan sosialisasi Konversi Sepeda Motor; 

c. kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis; dan 

d. kegiatan penyediaan bantuan dalam penyelesaian 

hambatan atas penyelenggaraan Konversi sesuai 

dengan kewenangan.nya. 

BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 27 

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, komponen sensor 

Lean Angle (sensor kemiringan bodi) wajib digunakan dan 

menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 6 

(enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini 

diundangkan. 
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BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 28 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2020 tentang 

Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar 

Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai, dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 29 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 

MENTERI PERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

BUDI KARYA SUMADI 
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KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 28 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2020 tentang 

Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar 

Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai, dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 29 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 

MENTERI PERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

BUDI KARYA SUMADI 
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